Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 94 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya
guna, dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, perlu menyusun Standar
Biaya Tahun Anggaran 2018;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);

12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 199);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 11);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



15.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
23);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN

ANGGARAN 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Dinas
Daerah,Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan
Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Damkar, dan Lembaga Lain Daerah Kabupaten Temanggung.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang
dapat digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, yang ditetapkan
sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD.



BAB II
STANDAR BIAYA
Pasal 2

(1) Standar Biaya berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi; dan

b. estimasi.

(2) Fungsi Standar Biaya sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksudpadaayat
(1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui, baik dalam
rangka penyusunan RKA-SKPD maupun pelaksanaan anggaran.

(3) Fungsi Standar Biaya sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat
pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar dan
ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip:

a. kewajaran;

ekonomis;

efisiensi;

efektifitas;dan

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

o oo o

Pasal 3

(1) Standar biaya yang ditetapkan dalam peraturan ini sudah memperhitungkan
pajak dan estimasi kenaikan harga.

(2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pekerjaan yang
diborongkan perlu mempertimbangkan keuntungan pemborong yang wajar
sesuai ketentuan.

(3) Standar Biaya digunakan sebagai pedoman untuk menyusun biaya komponen
masukan kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja.

(4) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal standar biaya tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka
y
perencanaannyadapat berpedoman pada standar satuan biaya lain.

(2) Standar satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
satuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga lain, produsen/penyedia
barang/jasa, dan/atau harga pasar.

(3) Dalam hal pelaksanaan standar biaya sebagai fungsi estimasi dimana harga
pasar melebihi standar biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini,
maka pelaksanaan anggaran didasarkan pada harga pasar.



Pasal 5

(1) Dalam hal pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) wajib disertai dengan
Pernyataan Tanggung Jawab dari Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat
Pengguna Anggaran.

(2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

TTD

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TTD
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 94






